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ABSTRACT

The study aims to determine the effect of tax sanctions in moderating tax literacy, the role of
government and social factors on UMKM taxpayer compliance in paying taxes. The variables
used in this study are tax literacy, the role of government and social factors and tax sanctions
which in this case are moderating variables. The selection of the research sample used a
purposive sampling method and 103 respondents were obtained. The analysis tool used partial
least square. The results of data analysis show that tax literacy and the role of government
have a positive influence on UMKM tax compliance. Meanwhile, social factors have a negative
influence on UMKM tax compliance. In addition, it was found that tax sanctions were only
able to moderate the effect of UMKM taxpayer literacy in a negative direction. However, tax
sanctions are unable to moderate the role of government and social factors on UMKM taxpayer
compliance in paying taxes.

Keywords: tax compliance; tax literacy; government role; social factors; tax sanctions
PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung nasional, pajak berperan penting dalam mendukung jalannya
pemerintahan, pembangunan nasional, dan mendorong perekonomian negara. Pandemic covid-
19 yang menyerang indonesia sampai saat ini menyebabkan perekonomian negara terpuruk,
tetapi kondisi perekonomian negara dapat dipulihkan dengan penerimaan pajak yang tinggi.
Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga kelancaran
perekonomian negara melalui pemasukan pajak, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
atau sering disebut UMKM (Nainggolan, 2020). Perekonomian negara yang mengalami
pertumbuhan dengan signifikan dikarenakan adanya peran dari UMKM. Di indonesia, jumlah
UMKM vyang ada memang sangatlah banyak, tetapi jumlah yang melapor dan membayar
pajaknya hanya sedikit. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, UMKM dengan
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki persentase yang sangat minim yaitu
sekitar 30% dari jumlah UMKM sebanyak 341.835 (Qomah, 2017).

Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak kepada negara masih menemui kendala.
Selain masih banyak pelaku UMKM yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, ditemukan
kepatuhan yang rendah karena wajib pajak melapor pajaknya lebih rendah dari seharusnya.
Kepatuhan pajak akan meningkat apabila sistem pajak dibuat secara ketat melalui penegakan
hukum bagi yang terbukti bersalah menggelapkan dan menghindari pajak (Broto, 2018). Sanksi
pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang
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berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena
alpa (Tjahjono et al., 2005). Bagi wajib pajak UMKM yang terlambat membayar pajak akan
dikenakan sanksi denda 2% dari jumlah yang dibayar dan Rp100.000 per bulannya jika
terlambat melaporkan pajaknya (Maria, 2021). Hal ini dilakukan agar seluruh wajib pajak
UMKM mengetahui kewajibannya dan terhindar dari sanksi tersebut. Meskipun sanksi yang
ditetapkan berlaku bagi semua wajib pajak UMKM, tetapi akan ada kemungkinan bahwa setiap
wajib pajak memiliki persepsi masing-masing mengenai sanksi yang ditetapkan tersebut.
Wajib pajak juga akan mempertimbangkan sanksi apabila sanksi yang diberikan membuat
wajib pajak itu sendiri lebih merugi apabila tidak membayarnya (Sugianto & Damayanti,
2022).

Berbagai penelitian telah melakukan riset mengenai pengaruh literasi pajak, peran
pemerintah, dan faktor sosial, serta sanksi pajak yakni penelitian Bornman & Wassermann
(2018), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda & Diantimala
(2018), Rahma et al. (2022) menemukan bahwa literasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan
seseorang dalam membayar pajak. Namun disisi lain, Kusumadewi & Dyarini (2022)
menemukan literasi pajak seseorang menyebabkan dirinya semakin tidak patuh. Sedangkan
riset Yuliati & Fauzi (2020), menemukan hasil yang berbeda bahwa tidak ada pengaruh
hubungan tersebut. Terkait dengan peran pemerintah, riset telah dilakukan oleh Masruroh et al.
(2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020), Ignatia & Pangestuti (2021),
Rinti et al. (2016) mengatakan bahwa peran pemerintah dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh oleh Mustafa, (2021),
Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan sebaliknya. Ketiga, penelitian terkait faktor sosial
telah dilakukan oleh Irawati & Priambodo, (2020),Sembiring et al., (2019), Putu et al., (2019),
Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et al. (2021) bahwa faktor sosial berpengaruh positif
terhadap minat perilaku wajib pajak dalam penggunaan e-Filing. Hasil berbeda ditemukan oleh
Budiatin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020) bahwa
faktor sosial tidak dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan e-Filling yang
mendorongnya untuk patuh pajak. Terakhir, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dilakukan
dan ditemukan oleh Yuliati & Fauzi, (2020), Wulandari (2020). Sebaliknya, Rustiyaningsih
(2017), Rorong et al. (2017) dan Yunia et al. (2021). Hasil yang beragam memungkinkan ada
satu faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut misalnya, sanksi pajak. Beberapa
penelitian sebelumnya hanya menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen untuk
mempengaruhi perilaku seseorang. Berbeda dengan penelitian ini yang justru menggunakan
sanksi pajak juga sebagai faktor moderasi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal inilah
yang menjadi kontribusi pada penelitian ini karena ketika hasil hubungan antara variabel
independen dan dependen tidak konsisten, keberadaan variabel moderasi menjadi penguat
kedua hubungan tersebut. Meskipun seseorang memiliki literasi pajak yang baik dan faktor
sosial yang positif, serta besarnya peran pemerintah dalam membantu UMKM, tidak menjamin
seseorang untuk patuh membayar pajak jika tidak ada ketegakan sanksi yang diberikan bagi
yang melanggarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022) membuktikan bahwa
sanksi pajak mampu sebagai moderasi religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak UMKM
karena tingginya religiusitas seseorang yang didorong oleh sanksi pajak menyebabkan
meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajaknya. Dengan demikian, penelitian ini ingin
menunjukkan adanya kemungkinan sanksi dalam memoderasi pengaruh literasi pajak, peran
pemerintah dan faktor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar
pajaknya.

Rotter (1966) pertama kalinya mengemukakan konsep Locus of Control dari Social
Learning Theory. Menurut Rotter, konsep ini bagian dari Social Learning Theory yang
berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang suatu hal yang kemudian mengukurnya
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bisa atau tidak dirinya tersebut mengendalikan perilaku atau sikap atas apa yang terjadi kepada
dirinya. Locus of control menjadi kepercayaan seseorang atas sebab peristiwa yang ada di
hidupnya. Antara ada kepercayaan untuk mengatur hidupnya atau mungkin ada hal lain yang
mengatur hidupnya misalnya, nasib, keberuntungan, faktor besar dalam hidup yang
dihadapinya. Pada teori ini, seseorang akan terbagi menjadi dua Locus of control yaitu locus of
control internal dan eksternal. Ketika seseorang dianggap mampu mengendalikan sikapnya
sendiri, maka seseorang tersebut termasuk ke dalam Locus of control internal. Sedangkan
ketika seseorang tidak mampu mengendalikan sikapnya sendiri, tetapi ada faktor dari luar yang
mengendalikan/mengaturnya, maka seseorang tersebut masuk ke dalam locus of control
eksternal. Keterkaitannya dengan penelitian ini, variabel literasi pajak merupakan salah satu
locus of control internal yang menjadi keyakinan wajib pajak untuk mengatur hidupnya sendiri.
Dalam hal ini, perilaku patuhnya seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak terjadi
karena wajib pajak dapat mengatur/mengendalikan dirinya sendiri melalui literasi yang
dimilikinya. Peran pemerintah, faktor sosial, dan sanksi pajak termasuk locus of control
eksternal karena sikap seseorang tidak dikendalikan oleh diri sendiri melainkan
dikendalikan/diatur oleh sesuatu yang berasal luar. Dalam hal ini, perilaku patuh tidaknya
wajib pajak terjadi karena adanya kendali dari peran pemerintah, faktor sosial, dan sanksi pajak
yang ada di luar kendalinya sendiri.

Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami arti pajak
termasuk peran, manfaat, dan sanksi dalam perpajakan. Penelitian dari dari Bornman &
Wassermann (2019), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda
& Diantimala (2018), Rahma et al. (2022) telah menemukan bahwa literasi seseorang dapat
mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian Kusumadewi &
Dyarini (2022) menemukan literasi pajak seseorang menyebabkan dirinya semakin tidak patuh
dan Yuliati & Fauzi (2020) mengatakan tinggi ataupun rendahnya tingkat literasi seorang wajib
pajak tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak akan menjadikan dirinya untuk
mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak tanpa adanya niat atau kesadaran yang
mengikutinya untuk membayar pajak. Suatu hal yang menjadi penyebab wajib pajak tidak
patuh atas perpajakannya karena perubahan peraturan perpajakan yang membingungkan
sehingga wajib pajak menjadi tidak paham dan tidak mengerti. Berdasarkan teori locus of
control, literasi pajak merupakan locus of control internal yang dimiliki wajib pajak untuk
menentukan dan mengatur dirinya sendiri terkait patuh tidaknya seseorang. Seseorang yang
tergolong locus of control internal, maka akan cenderung dapat mengendalikan dan mengatur
perilakunya karena dirinya sendiri. Ketika pelaku UMKM memiliki literasi bahwa dirinya
mengerti  aturan/kebijakan terbaru, sanksi-sanksinya, prosedur dan jatuh tempo
pembayarannya, serta manfaat bagi negara dan usahanya, maka akan lebih mudah wajib pajak
tersebut mengendalikan perilaku patuhnya dalam membayar pajak UMKM. Dengan demikian,
semakin wajib pajak terliterasi dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya
dalam membayar pajak UMKM. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang
dibangun:

H1: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
UMKM

Peran pemerintah diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh lembaga
kepemerintahan dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018),
Salsabila et al. (2020), Ignatia & Pangestuti (2021), Rinti et al. (2016) melakukan penelitian
dan hasilnya menyatakan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar

74

repository.stieykpn.ac.id



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUIJI

pajak karena dipengaruhi oleh peranan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian lain
yang dilakukan dilakukan oleh Mustafa (2021), Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan hasil
yang berlawanan. Berdasarkan teori locus of control, peran pemerintah tergolong sebagai locus
of control eksternal yang berasal dari luar kendali diri wajib pajak yang memaksakannya untuk
melakukan suatu perilaku yaitu patuh. Wajib pajak yang memiliki locus of control eksternal
cenderung mengendalikan sikap dan perilaku karena adanya faktor di luar kendalinya yaitu
karena peran pemerintah yang dipersepsikan membantu kelangsungan usahanya. Karena
perilaku patuhnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan pengaruh dari luar sehingga
menyebabkan terdorong untuk patuh. Besarnya peran pemerintah dalam membantu dan
mendukung UMKM akan menyebabkan wajib pajak UMKM untuk bersikap patuh membayar
pajaknya karena peran yang dilakukan dirasa telah membantu UMKM sehingga menimbulkan
pelaku UMKM juga merasa harus patuh membayar pajaknya. Semakin baik peran pemerintah
dalam mendukung jalannya UMKM, maka akan semakin tinggi pembayaran pajak yang
dilakukan oleh wajib pajak dari pelaku UMKM. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah
hipotesis yang dibangun:

H2: Peran pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak UMKM

Faktor sosial didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang berada pada komunitas atau
status yang sama dan terjalin sosialisasi secara formal maupun informal yang akan
mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Priambodo,
(2020), Sembiring et al., (2019), Putu et al., (2019), Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et
al. (2021) menyatakan bahwa minat perilaku wajib pajak dalam penggunaan e-Filing karena
dipengaruhi oleh faktor sosial. Hasil berbeda ditemukan oleh Budiatin & Rustiyaningsih
(2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020). Berdasarkan locus of control,
faktor ini juga merupakan locus of control eksternal yang berada di luar kendali diri wajib pajak
yang memaksakan dan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah perilakunya. Seseorang
yang tergolong dalam locus of control eksternal akan cenderung merespon suatu perilakunya
karena adanya tekanan dari luar. Sama halnya pada penelitian ini, wajib pajak yang memiliki
locus of control eksternal akan membentuk sebuah tindakan patuh karena adanya faktor sosial
yang ada pada diri setiap wajib pajak. Seseorang yang memiliki Ketika ada pengaruh sosial
yang dirasa baik dari keluarga, saudara, teman dalam memberikan ajakan, saran atau contoh
bagi pelaku UMKM untuk patuh, maka akan semakin mudah pula bagi dirinya untuk patuh
dalam membayar kewajiban pajaknya. Semakin besar pengaruh yang diterima oleh individu
dari lingkungan sekitarnya, maka akan semakin besar pula dorongan pelaku UMKM untuk
patuh melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis
yang dibangun:

H3: Faktor sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
UMKM

Sanksi membentuk kedisiplinan dan menjadikan seorang wajib pajak lebih berhati-hati
pada setiap tindakannya, serta menjadikan wajib pajak disiplin untuk melakukan pembayaran
pajaknya karena peringatan yang berlaku (Virgiawati et al. 2019). Penelitian yang mendukung
adanya sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dilakukan oleh, Yuliati & Fauzi, (2020)
dan Wulandari (2020). Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Rustiyaningsih (2017),
Yunia et al. (2021) dan Rorong et al. (2017) bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan denda
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keterlambatan kurang berjalan efektif dan kebijakan penghapusan denda keterlambatan
menjadikan wajib pajak tidak terbuka hati melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu, sikap wajib
pajak yang meremehkan sanksi karena menganggap sanksi yang diberikan tergolong cukup
rendah, serta ketidak konsistenan tindakan polisi dalam merazia tidak menyebabkan jera. Akan
tetapi, Rorong et al. (2017) justru membuktikan sanksi memiliki pengaruh negatif terhadap
kepatuhan pajak karena anggapan rendahnya pemberian sanksi sehingga menyebabkan
menurunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Sanksi yang ditetapkan bagi wajib pajak
UMKM vyang melanggar memang berlaku sama bagi siapa pun, tetapi setiap wajib pajak
memiliki persepsi masing-masing atas sanksi tersebut. Sanksi yang dianggap ketat dan
membuat jera bagi wajib pajak yang satu, tetapi belum tentu sanksi tersebut juga dianggap
sama oleh wajib pajak yang lainnya. Berdasarkan locus of control, sanksi merupakan locus of
control eksternal yang menjadi kendali perilaku seseorang karena adanya paksaan dari luar.
Seseorang yang memiliki locus of control eksternal akan memandang bahwa perilakunya dapat
terbentuk bukan dari dalam dirinya, tetapi dari pandangannya bahwa ada sanksi yang diberikan
bagi seluruh wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa takut terkena sanksi denda maupun hukum
yang akan menimpanya hingga merugikan usahanya, maka akan semakin patuh dirinya untuk
membayar kewajiban pajaknya. Nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak UMKM yang
tidak patuh juga akan lebih besar karena tambahan sanksi sehingga seseorang akan terdorong
untuk patuh guna menghindari hal tersebut. Selain itu, wajib pajak UMKM akan lebih patuh
membayar kewajibannya karena takut adanya sanksi pidana yang menyebabkan nama
usahanya menjadi tidak baik tentunya akan merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, adanya
sanksi memaksakan seorang wajib pajak untuk membentuk perilaku kepatuhannya dan
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
UMKM

Beberapa peneliti memperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh literasi
terhadap kepatuhan pajak seseorang. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh oleh
Bornman & Wassermann (2018), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017),
Asrinanda & Diantimala (2018), Sari & Susanti (2015) menemukan bahwa literasi seseorang
dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Menurut Musfira (2021), tingkat
literasi yang tinggi ketika memiliki pemahaman manfaat dan fungsi dari pajak yang baik
menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara.
Akan tetapi, penelitian lain Yuliati & Fauzi (2020), Kusumadewi & Dyarini (2022) tidak
menemukan adanya pengaruh tersebut. Hasil penelitian yang tidak konsisten menimbulkan
dugaan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu sanksi pajak. Berdasarkan teori
locus of control, sanksi pajak merupakan locus of control external yang memaksakan seseorang
untuk melakukan sebuah tindakan. Seseorang yang memiliki locus of control external maka
memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah
tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang dipandangkan
seseorang memberikan kekuatan wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang tinggi sehingga
menyebabkan dirinya terdorong untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena apabila
seseorang hanya memiliki literasi pajak yang baik, jika tidak diperkuat oleh sanksi sebagai
penjamin sebuah aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Sanksi
Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan
dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi tinggi terkait perpajakan yang
didukung dengan adanya sanksi tegas, maka akan mendorong wajib pajak patuh membayar
pajak atas penghasilan UMKMnya. Semakin pelaku UMKM memiliki literasi perpajakan yang
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tinggi, maka akan semakin patuh membayar pajak UMKM karena diperkuat oleh sanksi yang
ditetapkan oleh pemerintah juga semakin memberatkan pelaku UMKM jika tidak mematuhi
pembayaran kewajiban perpajakan. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang
dibangun:

H5: Sanksi pajak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018),
Salsabila et al. (2020), Ignatia & Pangestuti (2021), Rinti et al. (2016) mengatakan bahwa peran
pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan indikasi
telah terjadi peningkatan kepatuhan dalam melakukan pembayaran. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Mustafa, (2021), Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan bahwa peran
pemerintah tidak dapat mempengaruhi UMKM sehingga tidak mendorong kepatuhannya
dalam membayar pajak. Perbedaan kedua hasil memungkinkan adanya faktor lain yang
mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu sanksi pajak. Seseorang yang memiliki locus of
control external maka memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk
mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang
dipandangkan seseorang memberikan kekuatan pengaruh dari peran pemerintah yang diberikan
bagi pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena ketika pelaku UMKM
telah merasakan kemudahkan usahanya atas kebijakan dari peran pemerintah, tetapi jika tidak
diperkuat oleh sanksi yang menjamin aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk
patuh. Besarnya peran yang dilakukan pemerintah mengenai UMKM akan menyebabkan wajib
pajak patuh membayar pajaknya jika diperkuat oleh sanksi yang tegas dari pemerintah juga.
Semakin tepat peran pemerintah dalam membantu kelancaran UMKM yang diperkuat dengan
ketegasan sanksi yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Banyaknya upaya kepedulian yang telah dilakukan oleh pemerintah
dengan memberikan kebijakan demi meningkatkan UMKM ini akan menyebabkan wajib pajak
UMKM juga patuh jika pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak
patuh. Dengan demikian, timbullah kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya atas
penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang
dibangun:

H6: Sanksi pajak memoderasi pengaruh peran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Priambodo, (2020),Sembiring et al., (2019),
Putu et al., (2019), Pahala et al., (2020), Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et al. (2021)
menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
Hasil lain ditemukan oleh oleh Budiatin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019),
Dewi & Setiawan (2020) bahwa faktor sosial tidak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan
wajib pajak. Perbedaan hasil mungkin dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi
hubungan tersebut yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak memungkinkan dapat memoderasi faktor
eksternal seseorang untuk patuh membayar pajaknya. Berdasarkan locus of control, faktor
sosial adalah locus of control eksternal yang memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu
yang berada diluar kendali dirinya untuk berperilaku. Seseorang yang tergolong pada locus of
control external akan memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk
mengambil sebuah perilaku. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang
dipandangkan dapat memperkuat pengaruh faktor sosial yang dihadapi wajib pajak untuk patuh
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dalam membayar pajaknya. Karena baik atau tidaknya faktor sosial pelaku UMKM, jika tidak
ada sanksi yang menjamin kepatuhan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh.
Penerapan sanksi dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati
peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila
memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Ketika wajib pajak UMKM
memiliki pengaruh dari keluarga, teman, saudara yang baik dan positif maka menyebabkan
dirinya cenderung patuh atas pembayaran pajaknya jika sanksi tegas juga ditetapkan. Dengan
demikian, akan timbul sikap wajib pajak tersebut untuk patuh membayar pajak atas penghasilan
UMKM. Semakin baik pengaruh sosial dari seorang wajib pajak, maka semakin patuhlah wajib
pajak UMKM membayar pajaknya dengan dukungan dari sanksi yang diberikan jika wajib
pajak tidak tertib membayar pajaknya. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis
yang dibangun:

H7: Sanksi pajak memoderasi pengaruh faktor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak UMKM.

Berikut merupakan model penelitian yang dikembangkan penelitian ini. literasi dan
peran pemerinta, serta faktor sosial merupakan variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini. Selain sebagai variabel independen, sanksi pajak juga merupakan variabel
moderasi yang mana dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen
terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1+

Literasi Pajak

\

Peran g

Pemerintah 4 Kepatuhan Wajib
/ Pajak UMKM

H3+ b4+

Faktor Sosial us | He | |7

Sanksi Pajak

Gambar 0.1 Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

METODE PENELITIAN

Para pelaku UMKM dengan omzet per tahun kurang dari Rp50.000.000.000 di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang menjadi wajib pajak UMKM merupakan populasi dari penelitian
ini. Adapun teknik purposive sampling dijadikan sebagai metode pencarian sampel dengan
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kriteria memiliki NPWP, memiliki usaha UMKM yang masih ada dan bejalan dan usaha berada
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel ditetapkan mengacu dasar pengambilan dari
Hair et al. (2014) yaitu jumlah indikator dikali jumlah variabel yang digunakan penelitian ini
dengan minimal jumlah sampel sebesar 100. Dalam pengisian kuesioner, peneliti menetapkan
UMKM dengan kepemilikan perorangan harus diisi oleh pemiliknya sendiri sedangkan
UMKM dengan kepemilikan badan minimal diisi oleh accounting yang ada di lingkungan
UMKM. Metode kuesioner disusun melalui Google Forms dan disebar secara online dan
offline. Adapun indikator kepatuhan pajak yang digunakan mengadopsi dan memodifikasi dari
(Wardani & Asis, 2017), literasi pajak mengadopsi dan memodifikasi dari Bornman &
Wassermann (2019), peran pemerintah dari Arwaan et al. (2018), faktor sosial mengadopsi dari
Lee (2008) dan sanksi pajak mengadopsi dari (Mardiasmo, 2016). Sebelumnya, peneliti
melakukan uji pilot kepada mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta atas kuesioner yang dibuat
oleh peneliti sendiri. Hal ini untuk mengetahui apakah kuesioner yang disajikan dapat dengan
mudah dipahami oleh responden atau tidak. Kemudian, kuesioner dapat disebar setelah
menerima masukan dari responden. Pemerolehan data yang telah terkumpul, akan dianalisis
Pengujian analisis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu partial least square (PLS)
melalui SmartPLS 4.0 diantaranya inner model (model struktural) atau outer model (model
pengukuran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji pilot yang dilakukan pada 21 mahasiswa program studi akuntansi/manjemen
STIE YKPN, hasil menunjukkan bahwa kelima variabel lolos uji validitas data. Oleh sebab itu,
dapat digunakan untuk penyebaran kuesioner kepada responden sesungguhnya yaitu wajib
pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan pengujian data dari 103
responden yang sesungguhnya, hasil memperlihatkan indikator pernyataan yang digunakan
peneliti dianggap valid dengan melihat semua outer loadings di atas 0,60 sehingga dapat
dilakukan pengujian berikutnya. Tahap pengujian selanjutnya adalah uji validitas diskriminan
yang ditentukan pada nilai Average Variance Extracted (AVE) yang diperoleh di atas 0,50
(Sugiyono, 2014). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelima variabel dinyatakan valid
atau hasil jawaban responden stabil dan konsisten. Terakhir, indikator yang digunakan pada
kelima variabel penelitian ini reliabel/konsisten karena nilai cronbach alpha kelima variabel di
atas 0.70.

Untuk melihat kelayakan suatu model penelitian, maka peneliti melakukan uji fit model
dan nilai NFI yang diperoleh sebesar 0.408 yang mana lebih dari 0,1 dan kurang dari 0,9.
(Sugiyono, 2014). Dengan demikian, model pada penelitian ini dapat dikatakan sebagai model
fit yang layak. Hasil R-square juga menunjukkan 0,406 sehingga dapat disimpulkan
kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan pengaruh terhadap variabel
dependen dikategorikan kuat. Hasil analisis deskriptif dari 103 responden mengenai pernyataan
kepatuhan pajak memiliki rata-rata 4,16 pada Tabel 1. Responden lebih dominan setuju dengan
pernyataan terkait kelima variabel penelitian ini.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

N Minimum | Maximum | Mean Std. Deviation
KP 103 2.50 5.00 4.16 0.55
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LP 103 2.75 5.00 4.07 0.59
PP 103 2.75 5.00 4.11 0.48
FS 103 2.50 5.00 3.84 0.64
SP 103 1.25 5.00 3.74 0.75
Valid N (listwise) | 103

Dalam menguji hipotesis tersebut, maka menggunakan alat bantu PLS-SEM dan diperoleh
hasil sebagai berikut:

Tabel 4 17 Hasil Uji Hipotesis

B P values Kesimpulan Hipotesis
LP -> KP 0.619 | 0.000 Signifikan positif Didukung
PP -> KP 0.282 | 0.004 Signifikan positif Didukung
FS -> KP -0.347 | 0.013 Signifikan negatif Tidak didukung
SP -> KP 0.097 |0.182 Tidak berpengaruh Tidak didukung
SPxLP->KP | -0.273 | 0.049 Memoderasi (memperlemah) | Tidak didukung
SP x PP ->KP | 0.055 | 0.304 Tidak memoderasi Tidak didukung
SPxFS->KP | 0.15 |0.187 Tidak memoderasi Tidak didukung

Hasil di atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan kedua penelitian ini telah
didukung. Hal ini terlihat pada P values variabel literasi pajak dan peran pemerintah dibawah
0,05 serta angka yang positif pada B (beta). Artinya hipotesis literasi pajak dan peran
pemerintah dinyatakan dapat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM. Berlawanan dengan hasil hipotesis ketiga yang menunjukkan P values 0,013 dibawah
0,05, tetapi B (beta) bernilai negatif dan hipotesis keempat yang P values di atas 0,05. Artinya,
hipotesis ketiga dan keempat yaitu faktor sosial dan sanksi pajak tidak didukung dalam
mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan sajian tabel di atas, dapat juga dipahami bahwa perkalian literasi dengan
sanksi pajak sebesar 0,049 dengan beta negatif sehingga tidak didukung. Artinya, sanksi pajak
sebagai variabel moderasi justru memperlemah pengaruh literasi yang dimiliki wajib pajak
UMKM untuk patuh membayar pajak. Hasil tidak didukung juga berlaku pada perkalian peran
pemerintah dan faktor sosial dengan sanksi pajak yang memiliki P values di atas 0,05. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis yang dimoderasi oleh sanksi pajak tidak
dapat didukung. Sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh literasi pajak, peran
pemerintah, dan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis pertama penelitian ini didukung vyaitu literasi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Hal ini telah dibuktikan dengan
perolehan P values 0,000 dan beta bernilai positif. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak
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yang tinggi menyebabkan dirinya turut membayar pajak UMKM dengan patuh. Ketika pelaku
UMKM mengerti pemahaman aturan/kebijakan pajak UMKM terbaru, sanksi dan jatuh tempo
pembayaran pajaknya, serta manfaat yang diperoleh bagi negara dan usahanya sendiri maka
akan menciptakan tindakannya untuk patuh. Sesuai dengan apa yang ada pada teori locus of
control, literasi pajak merupakan locus of control internal yang dimiliki wajib pajak untuk
menentukan tindakannya sendiri. Tingginya literasi yang dimiliki pada diri wajib pajak
UMKM mendorong dirinya dalam mengatur perilakunya sendiri untuk taat membayar pajak.
semakin wajib pajak terliterasi dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya
dalam membayar pajak UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bornman &
Wassermann (2019), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda
& Diantimala (2018), Sari & Susanti (2015). Tingginya tingkat literasi pajak akan membuatnya
lebih memahami apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi usahanya, sehingga hal
tersebut akan menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhannya.

Hipotesis kedua penelitian ini didukung yaitu peran pemerintah berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Dibuktikan dari hasil dengan
perolehan P values 0,004 dan beta bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah
yang dilakukan demi UMKM menyebabkan wajib pajak UMKM juga turut membayar
pajaknya dengan patuh. Sesuai dengan teori locus of control yang menjadi landasan teori
penelitian ini, peran pemerintah sebagai locus of control eksternal yang mengatur tindakannya
untuk bersikap patuh. Berbagai peran pemerintah yang telah dilakukan dalam menetapkan
kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak dan mempermudah pembuatan NPWP sebagai
syarat membuat perizinan usaha melalui NIK yang sehingga menuntut perilaku seseorang
untuk taat dalam membayar pajaknya. Semakin baik peran pemerintah dalam mendukung
jalannya UMKM, maka akan semakin tinggi pembayaran pajak secara patuh. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020),
Ignatia & Pangestuti (2021), et al. (2016). Berbagai dukungan ketika menangani masalah
UMKM pada kondisi pandemi menjadi bukti prioritas dukungan yang diberikan pemerintah
kepada UMKM. Selain itu, adanya aplikasi perpajakan yang memudahkan para pelaku UMKM
juga memberikan dukungan dalam mendorongnya membayar pajak dengan patuh.

Hipotesis ketiga penelitian ini tidak didukung yang mana faktor sosial justru memiliki
pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Dibuktikan dari
hasil dengan perolehan P values di bawah 0,005, tetapi beta menunjukkan nilai negatif.
Semakin kuat faktor sosial yang dihadapi wajib pajak, maka akan menyebabkan semakin tidak
patuhnya dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 2022 dengan
kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Ditambah lagi, adanya isu
varian baru di China yang memungkinkan status pandemi tidak dapat dicabut (Sagita, 2022).
Kondisi pandemi berdampak pada melemahnya psikologi seseorang dan sosialisasi juga
berkurang karena kebijakan untuk menjaga jarak. Pandemi mempengaruhi psikologis orang
secara luas, mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi, perubahan emosi (takut,
khawatir, cemas) dan perilaku sosial (menghindar, dan perilaku sehat). Serta, pandemic
psikologi, menimbulkan prasangka yang menimbulkan kebencian dan konflik sosial (Agung,
2020). Selain kondisi pandemi, waktu penelitian ini juga bertepatan dengan adanya isu tidak
baik mengenai resesi 2023 yang mengancam perekonomian terutama bagi pelaku UMKM
menimbulkan adanya ketakutan akan hal itu (Farid, 2022). Resesi sangat berkaitan langsung
dengan menurunnya daya jual beli sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh UMKM dengan
ancaman penurunan omzet usaha Menurut pantauan Jajak Pendapat (Jakpat) dan Continum,
masyarakat merasa cemas akan resesi menyebaban kenaikan harga, menurunkan pendapatan,
kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan ketakutan terkena pemutusan hubungan kerja/PHK
(Annur, 2023). Kondisi perkenomian yang terancam menurun menyebabkan meningkatnya
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masalah kesehatan mental masyarakat karena besarnya faktor risiko sosial ekonomi. Ketakutan
seseorang di waktu penelitian ini menyebabkan seseorang berjaga-jaga mengingat pandemi
COVID-19 yang telah berdampak buruk pada kondisi mental banyak orang. Selain itu, tekanan
ekonomi dan pengangguran dipercaya juga bisa berdampak buruk pada keluarga, teutama
anak-anaknya (Fadli, 2022). Dengan demikian, kondisi di atas menyebabkan penelitian ini
tidak dapat membuktikan bahwa faktor sosial mendorong wajib pajak untuk patuh, tetapi justru
menyebabkan enggan membayar kewajibannya karena kondisi dan situasi pada saat itu. Hasil
ini dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiatin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin &
Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020). Faktor sosial tidak mampu untuk mempengaruhi
wajib pajak karena masih lemahnya kemampuan lingkungan di sekitar wajib pajak untuk
membangun keyakinan atau kepercayaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki P values di
atas 5% yaitu 0,182 yang artinya hipotesis ini tidak dapat didukung. Sanksi pajak tidak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
Hal ini disebabkan oleh waktu penelitian yaitu pada akhir tahun 2022 yang mana telah
dikeluarkan kebijakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah
aturan tarif bunga sanksi pajak mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia yang mana
sebelumnya ditetapkan flat 2 persen. Artinya, jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik,
maka tarif bunga sanksi pajak pun akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga
acuan turun, tarif bunga menjadi lebih rendah (Fitriya, 2023). Ketidakpastian tarif sanksi
menjadi rumit dan membingungkan(Bestari, 2018). Ketetapan sanksi yang baru ini mendorong
seseorang untuk tidak patuh membayar pajak karena sanksi yang diberikan tidak konsisten.
Adapun penelitian ini juga dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 yang mana perekonomian
masih sepenuhnya belum pulih. Ditambah lagi dengan munculnya isu resesi di awal tahun 2023
yang mengancam perekonomian dan tidak sedikit usaha yang mengalami penurunan omzet
karena melemahnya daya beli terutama bagi pelaku UMKM (Gunawan, 2022). Kondisi/situasi
mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu karena meskipun sanksi sudah ada, tetapi
apabila kondisi ekonomi sedang menurun, maka seseorang tetap tidak akan patuh dalam
membayar pajaknya. Meskipun demikian, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Rorong et
al. (2017) (Sugianto & Damayanti, 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dapat
membuktikan bahwa sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak UMKM dalam membayar
pajaknya dengan patuh.

Hasil uji moderasi sanksi pajak terhadap pengaruh literasi pajak dan kepatuhan pajak
UMKM menyatakan bahwa sanksi tidak dapat memoderasi hubungan literasi wajib pajak
UMKM dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil pada moderasi ini menarik karena
menunjukkan signifikan 0,049 dengan arah yang negatif. Wajib pajak yang memiliki literasi
yang baik, maka akan mengetahui bahwa ada kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak
sehingga tidak menjadikan wajib pajak menjadi takut. Kebijakan ini mengizinkan wajib pajak
untuk melakukan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi melalui pengajuan
sehingga meringankan sanksi yang diberikan bagi wajib pajak. Hal inilah yang memotivasi
perilaku untuk tidak patuh karena seorang wajib pajak cenderung mengabaikan sanksi apabila
dianggap ringan (Kusuma, 2015). Sanksi yang seharusnya diberikan adalah sanksi tegas bagi
yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa pengecualian, tetapi otoritas pajak memberikan
kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keringan dan penghapusan sanksi (DDTC
News, 2021). Kurangnya ketegasan sanksi yang ditetapkan menimbulkan para pelanggar
menjadi tidak jera karena kesempatan yang diberikan untuk tidak patuh membayar
kewajibannya (Wardani & Rahmadini, 2022).
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Hipotesis sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh peran pemerintah dengan
kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan tidak didukung dengan P values di atas 0,05.
Adapun penelitian ini juga dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 yang mana perekonomian
masih belum kembali pulih total bahkan munculnya isu resesi di awal tahun 2023 yang
mengancam perekonomian dan tidak sedikit usaha yang mengalami penurunan omzet karena
melemahnya daya beli terutama bagi pelaku UMKM (Gunawan, 2022). Peran yang yang
dilakukan pemerintah dalam membantu kelangsungan UMKM di masa pandemi memang dapat
mendorong wajib pajak untuk taat, tetapi bukan karena dorongan dari sanksi yang diberikan.
Seberapa tegas sanksi yang diberikan pada saat itu, apabila kondisi krisis ekonomi yang terjadi
memberikan ancaman bagi pemilik usaha maka pelaku UMKM akan lebih fokus dengan
usahanya bukan pajaknya. Ditambah lagi dengan munculnya isu resesi di awal tahun 2023 yang
mengancam perekonomian terutama bagi UMKM karena melemahnya daya beli (Gunawan,
2022). Meskipun sanksi sudah diberikan, tetapi kondisi ekonomi mengalami menurun, maka
seseorang tetap mengabaikannya karena pemerintah seharusnya berperan dalam menciptakan
kesempatan ekonomi terutama di masa pandemi. Oleh sebab itu, keberadaan sanksi tidak
mampu memperkuat pengaruh peran pemerintah dalam mempengaruhi wajib pajak UMKM
untuk patuh membayar pajaknya karena kondisi dan isu ekonomi yang terjadi.

Hipotesis sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh faktor sosial dengan kepatuhan
wajib pajak UMKM dinyatakan tidak didukung dengan P values di atas 0,05. Hal ini
disebabkan hipotesis utama yang menyatakan faktor sosial berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak juga tidak didukung. Oleh sebab itu,
keberadaan sanksi pajak dalam memoderasi hubungan tersebut juga tidak akan didukung.
Periode penelitian dilakukan pada akhir tahun 2022 ketika muncul berita resesi di awal tahun
2023 yang tentunya berkaitan dengan perekonomian. Selain itu, kondisi ekonomi juga belum
stabil akibat pandemi COVID-19. Masyarakat merasa cemas dengan isu resesi yang berdampak
pada kenaikan harga, menurunkan pendapatan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan
ketakutan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) (Annur, 2023). Selain kondisi
perkenomian, masalah kesehatan mental masyarakat karena tekanan ekonomi dan
pengangguran juga akan menjadi dampak buruk pada keluarga, teutama anak-anaknya (Fadli,
2022). Faktor sosial tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kondisi ekonomi
yang tidak baik meskipun sanksi sudah diberikan. Ditambah lagi tarif sanksi pajak yang tidak
pasti sehingga tidak menjadikan seseorang untuk patuh membayar pajak. Oleh sebab itu,
penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh faktor
sosial dalam mendorong wajib pajak UMKM untuk membayar pajaknya dengan patuh.

SIMPULAN

Dari hasil olahan data yang telah didiskusikan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi dan
peran pemerintah dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh membayar pajak UMKM.
Akan tetapi, faktor sosial dan sanksi pajak tidak dapat dibuktikan dalam mendorong kepatuhan
wajib pajak UMKM. Serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi juga tidak dapat dibuktikan
dalam memperkuat pengaruh hubungan literasi, peran pemerintah, dan faktor sosial dalam
mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun dilakukan penelitian beberapa kali oleh
peneliti yang berbeda, tetapi tetap mendapatkan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan
periode atau waktu yang digunakan dengan kondisi/situasi tertentu dapat mempengaruhi hasil
penelitian. Kebijakan pada periode yang digunakan pada penelitian ini akan berbeda dengan
kebijakan pada periode di masa yang akan datang sehingga memungkinkan memperoleh hasil
penelitian yang berbeda pula. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga mempengaruhi hasil
yang berbeda.
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Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pencarian responden yang sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan sehingga keseluruhan responden yang diperoleh hanya 134.
variabel independen literasi pajak, peran pemerintah, dan faktor sosial yang hanya mampu
menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 35%. Keterbatasan
terakhir adalah pengambilan data secara offline yang hanya dilakukan pada satu lokasi
sehingga data lebih banyak diperoleh melalui online. Dengan demikian, peneliti menyarankan
bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak dan tidak berlarut-
larut memberikan keringanan sanksi pajak yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak
UMKM juga turut menurun. Selain itu, disarankan untuk berhati-hati dalam memberikan
informasi terkait resesi yang menimbulkan dampak khususnya bagi pelaku UMKM yang
seharusnya menjadi solusi dari resesi. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah selain
menggunakan kuesioner online dan offline, dapat menggunakan kuesioner tertulis dengan
wawancara secara langsung. Alasannya, peneliti akan lebih banyak mendapatkan penjelasan
dari responden secara langsung dan penjelasan tersebut dapat dimasukkan pada pembahasan
hasil penelitian. Terakhir, disarankan bagi wajib pajak UMKM untuk mengikuti aturan
perpajakan dengan baik karena selain memudahkan kelancaran usaha, tentunya juga menjaga
nama usaha sendiri. Selain itu, disarankan untuk tidak mengikuti lingkungan sekitar yang
membawa dampak buruk dan merugikan wajib pajak ketika tidak membayar perpajakan
dengan benar.
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